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WALIKOTA GORONTALO

PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO
NOMOR 4 TAHUN 2013

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA GORONTALO,

. L

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Kepala Daerah mengajukan
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh

Persetujuan;

bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan, merupakan R%.Eam: dari Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2014 yang dijabarkan kedalam kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta prioritas dan
plafon anggaran; .

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822),
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. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 385 1);

. Undang-Undang Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indr_onesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

. Undang—Unc!img Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, . Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;-

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
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11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 12);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layénan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
[

15. Peraturan Peﬁ'nerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); -

19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
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20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4595);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);

22. Peraturan’ Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali

terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

24, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan
Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi

Intensif dan Dana Operasional ;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2014 ;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA GORONTALO
dan
WALIKOTA GORONTALOQ,
. MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014
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Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Takun Anggaran 2014 sebagai berikut :

1. Pendapatan

2. Belanja Daerah

Surplus / (defisit)

3. Pembiayaan Daerah :

a. Penerimaan

b. Pengeluaran

Pembigyaan Netto

Sisa lebih pembiayaan angéaran tahun berkenaan

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
a.
b.
c.
(2)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
a.

b.

Pendapatan Asli Daerah sejumlah
Dana Perimbangan sejumlah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah

Pajak Daerah sejumlah

Retribusi Daerah sejumlah

Pasal 2

Rp.

Rp.

Rp.
Rp.

789.257.386.796,00
822.927.230.258,00

(33.669.843.462,00)

41.320.843.462,00

7.651.000.000,00
33.669.843.462,00
0,00

147.779.525.000,00
513.123.146.087,00
128.354.715.709,00

39.600.000.000,00
16.595.000.000,00



c.  Hasil pengelolaari kekayaan daetah yang dipisahkan sejumlah Rp. 4.275.0600.000,00
d.- Lain-lain pendapdtan asli daerah yang sah sejurhlah Rp. 87.309.525.000,00

(3)-Dana perimbangan sebagaimana dimaksud ipada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a.  Dana bagi hasil s¢jumlah Rp. 17.099.476.087,00-
b.  Dana alokasi umum sejumlah Rp. 456.331.470.000,00
c.  Dana alokasi khusus sejumlah Rp. 39.692.200.000,00

(4)Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ terdiri dari jems pendapatan

a.  Hibah sejumlah Rp. 00
b.  Dana Darurat sejum la{h Rp. 00
c.  Dana bagi hasil pajak;}dari propinsi dan Pemerintah lainnya sejumlah Rp. 26.784.258.709,00
d.  Dana Penyesuaian da;m Otonomi Khusus sejumlah Rp. 97.654.457.000,00 -
e.  Bantuan Keuangan dari Propinsi sejumiah Rp. 3.916.000.000,00 .
Pasal 3
(1)-Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
a.  Belanja tidak langsung sejumlah Rp. 473.524.105.911,00 .
b.  Belanja langsung sejumlah Rp. 349.403.124.347,00 .

(2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja
a.  Belanja pegawai sejumlah Rp. 462.305.105.911,00



b.  Belanja Bunga sejumlah Rp.
C. Belanja Subsidi sejumlah Rp.
d.  Belanja Hibah sejumlah Rp.
€. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp.
f  Belanja bagi hasif sejumlah Rp.
g  Belanja bantuan keuangan sejunilah Rp.
h.  Belanja tak terduga sejumlah Rp.

(3)-Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja

a.  Belanja pegawai sejumlah Rp.

b.  Belanja barang dan jafsa sejumlah Rp.

c.  Belanja Modal sejumiah Rp.
Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari -
a.  Peherimaan sejumlah Rp.

b.  Pengeluaran sejumlah Rp.

(2):Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a.  Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SILPA)
sejumlah ' Rp.

b.  Pencairan dana cddangan sejumlah Rp.

2.625.000.000,00
' 0,00
$.369.000.000,00
2.725.000.000,00
0,00

0,00
500.000.000,00

23.123.019.550,00 -
190.223.276.438,00 .
136.056.828.359,00

41.320.843.462,00 .
7.651.000.000,00

12.855.543.462,00 -

0,00
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c¢.  Hasil penjualan kekayaan daerahi yang dipisahkan sejiimlah Rp. 00
d. Peherimaan pinjaman daerah sejumlah ' Rp. 28.465.300.000,00
e.  Penherimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp. 0,00
f. Peherimaan piutahg daerah sejurnlah Rp. 0,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bierdiri dati Jenis pembiayaan :

a.  Pembentukan dara cadangan sejumlah Rp. 0,00

b.  Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah sejumlah Rp. 2.000.000.6’00,00

¢.  Pembayaran pokok utang yang jatuh tempo sejumlah Rp. 1.600.000.000,00

d.  Pemberian Pinjaman Daerah Rp. 0,00

e. Pembayaran Utang Pi’;lak Ketiga Rp. 4.051.000.000,00
Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud -dalam Pasal 1, tercantum dalam Lamipiran. yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I  Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

2. Lampiran II  Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
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11.

12.

Lampiran

Lampiran

Lampiran

Lampiran
Lampiran
Lampiran
Lampiran
Lampiran

Lampiran

Lampiran

Lampiran
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Il Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, Pendapatan, Belanja dan

Pembiayaan;
IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;

V  Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka
'Pengelolaan Keuangan Daerah;
VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per jabatan;
VII Daftar Piutang Daerah;
VII Daftar penyertaan modal;
IX Ummm&_. perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;

X U&m&. perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;

VIIl Daftar kegiatan-kegitan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun

anggaran ini;
XIT Daftar dana cadangan daerah; dan

XHI Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;
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pasal 6

abaran anggaran pendapatan dan belanja daerah s

ebagal Jandasan operasional pelaksanaan‘ Anggaran

Gorontalo menetapkan peraturan tentang peni

“Walikota
Pendapatan dan Belanja Daerah.
pasal 7
Peraturan Daerah ini mulai béﬂaku pada tanggal diundangkan.
inya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Gorontalo
Ditetapkan di Gorontalo
pegember 2013

[ setiap orang mengetahu
pada tanggal, 3,

Pj. WALIKOTA GORO LO,

Aga

WENI L (@)

pada tanggal, 31

SEKRETARIS DAERAH KO GORONTALO;

DR. H: M.Se.M.Pd
NIP. 19579324 197703 1 003
PE ‘A UTAMA MUDA
KOTA GORONTALO TAHUN 2013 NOMOR 4

LEMBARAN DAERAH



